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Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah
dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Kepentingan daerah yang meliputi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat terdapat pada
perencanaan dan pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan
kewajiban dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerahnya, terutama setelah adanya
kebijakan desentralisasi pemerintahan yang memberikan keleluasaan lebih pada pemerintah daerah
untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat
daerah.
Suatu daerah memiliki suatu batasan wilayah, yang biasa disebut batas administratif yang
menunjukkan seberapa jauh wilayah yang dikuasai suatu daerah dan sejauh mana wewenang dalam
pelaksanaan pemerintahan. Batasan ini memisahkan antara daerah satu dengan daerah lainnya agar
tidak terjadi tumpang tindih serta overlapping wewenang dan kewajiban pelaksanaan
pemerintahan. Adanya batas antar daerah dapat memunculkan suatu kawasan baru, yakni kawasan
yang berada tepat di persinggungan perbatasan dua daerah atau lebih. Kawasan ini sering disebut
sebagai kawasan perbatasan.
Kawasan perbatasan daerah merupakan tempat bertemunya pengaruh kegiatan suatu
daerah dengan daerah tetangganya (Wahyono, 2006). Kawasan perbatasan daerah merupakan
kawasan yang potensial karena dalam pembangunannya dapat memanfaatkan sumber daya dari
daerah-daerah yang saling berbatasan, terlebih lagi dengan mulai adanya kecenderungan
pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan menuju kawasan perbatasan. Pembangunan
prasarana pada kawasan perbatasan ini sering terabaikan karena lokasinya yang jauh dari pusat kota
serta adanya keraguan pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembangunan. Keraguan
pemerintah ini muncul akibat adanya batas administrasi pada kawasan ini, dimana terdapat rasa
kekhawatiran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat
daerah itu sendiri, tetapi juga masyarakat pada daerah tetangganya. Masyarakat di kawasan
perbatasan sendiri hanya meninginkan pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana untuk
mendukung aktivitas mereka, entah itu dilakukan oleh pemerintah daerahnya atau pemerintah
daerah tetangganya (Suryokusumo, 2008).
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daerah tidak bisa berdiri sendiri, dan pasti membutuhkan daerah lain, khususnya daerah
tetangganya dalam penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu hal yang
harus dilakukan secara sinergi dari mulai di dalam maupun melintasi batas administrasi. Pelayanan
publik di kawasan perbatasan sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan yang dilakukan pada
pelayanan publik di dalam wilayah administrasi daerah, hanya saja adanya disparitas memicu
kerjasama pelayanan antara daerah yang saling berbatasan (Suryokusumo, 2008). Kerjasama ini
harus didasari dengan kesadaran bahwa pelayanan publik yang dilakukan masing-masing daerah
memiliki dampak yang kuat terhadap daerah yang berbatasan langsung. Oleh karena itu, kebutuhan
penyediaan pelayanan publik, khususnya prasarana publik pada kawasan perbatasan daerah,
memerlukan koordinasi antar pemerintah daerah yang saling berbatasan. Hal ini dikarenakan dalam
pengelolaan prasarana perkotaan semestinya dilakukan melalui pendekatan yang sifatnya terus
menerus, tidak terhalang dan terputus oleh batas administrasi (Wiranegara, 2005).
Penyediaan prasarana publik secara sinergis, khususnya prasarana jalan, didukung UU
No.38 Tahun 2004 bahwa jaringan jalan merupakan kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam
pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki. Jembatan sendiri merupakan suatu konstruksi
yang  berfungsi meneruskan suatu jalan untuk melintasi suatu halangan yang lebih rendah
dibandingkan jalan tersebut (Soemargono). Prasarana jalan dan jembatan menjadi kesatuan dalam
jaringan jalan serta menjadi instrumen penghubung kegiatan antar daerah. Oleh karena itu,
penyediaan prasarana jalan dan jembatan, sebagai prasarana transportasi, harus bersifat
berkesinambungan karena termasuk kesatuan jaringan jalan. Sifat penyediaan prasarana ini juga
berlaku pada kawasan perbatasan. Pada kawasan perbatasan sering terdapat satu jaringan jalan
yang memiliki beberapa ruas, yang terbagi berdasarkan batas administrasi. Ruas-ruas jalan pada
masing-masing daerah ini harus dikelola secara sinergis karena merupakan satu kesatuan jalan agar
baik kondisi maupun fungsi jalan akan dapat berkesinambungan. Ketimpangan yang muncul akibat
buruknya kondisi maupun tidak berfungsinya jalan secara optimal pada salah satu ruas
berkonsekuensi menghambat aktivitas masyarakat di wilayah administrasinya sendiri maupun
daerah tetangganya.
Fenomena perkembangan kota ke arah kawasan perbatasan dapat dilihat pada kawasan
perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, khususnya pada perbatasan Kecamatan
Tegalrejo (Kota Yogyakarta) dan Kecamatan Gamping dan Mlati (Kabupaten Sleman). Pada
kawasan ini terdapat prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan yang digunakan untuk akses
masyarakat setempat maupun masyarakat umum sebagai jalur alternatif untuk menuju ke salah satu
daerah. Jalan Jambon, merupakan salah satu jalan yang terdapat di kawasan perbatasan ini serta
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menjadi dua ruas dan dihubungkan oleh Jembatan Blambangan, yang juga menjadi batas antara
ruas jalan milik Kota Yogyakarta dengan ruas jalan milik Kabupaten Sleman. Jalan Jambon terdiri
dari ruas Kota Yogyakarta berada di timur Jembatan Blambangan dan menjadi batas fisik antara
Kelurahan Kricak (Kota Yogyakarta) dengan Desa Sinduadi (Kabupaten Sleman) serta ruas
Kabupaten Sleman berada di barat jembatan yang termasuk dalam Kecamatan Gamping.
Kondisi ruas Jalan Jambon ini terdapat permasalahan perbedaan kondisi antara kedua ruas
sehingga menyebabkan ketidaksinambungan kondisi ruas jalan perbatasan. Perbedaan kondisi ruas
Jalan Jambon pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sangat berpengaruh terhadap mobilitas
masyarakat dari kedua daerah. Kondisi ruas jalan pada Kota Yogyakarta tidak rata, berlubang, dan
kurang lebar dibandingkan ruas jalan Kabupaten Sleman sering kali menghambat pengendara yang
melintasi bahkan sering terjadi kemacetan. Jembatan Blambangan sendiri merupakan jembatan
penghubung kedua ruas jalan tersebut. Jembatan Blambangan juga sempat roboh akibat tergerus air
sungai. Robohnya jembatan ini berakibat pada terputusnya jalur jalan ini sehingga menghambat
mobilitas masyarakat. Perbaikan jembatan ini kemudian dilakukan secara bertahap dengan
kerjasama antara dua daerah yang terkait.
Jalan Jambon ini termasuk jalan kabupaten sehingga pengelolaannya berada pada
pemerintah tingkat kota / kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah
Kabupaten Sleman berwenang menunjang pelaksanaan kerjasama pengelolaan Jalan Jambon dan
Jembatan Blambangan sebagai prasarana perbatasan kedua daerah untuk mengatasi perbedaan
kondisi ini. Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul, sebagai badan fasilitasi dan koordinasi
pengelolaan prasarana yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman
dibentuk untuk menunjang kerjasama yang dilakukan antara kedua daerah agar berjalan dengan
optimal. Ruas Jalan Jambon beserta Jembatan Blambangan ini termasuk ke dalam prasarana jalan
yang dikelola bersama oleh daerah yang berbatasan langsung dengan Kartamantul sebagai
sekretariat bersama. Kerjasama antara 3 (tiga)  pemerintah daerah ini dilandasi dengan adanya
Perjanjian Kerjasama Kartamantul No.10/PK/2003, 17/PK.KDHA/2003, 22A/Perj/Bt/2003 tentang
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Jalan.
Dengan memperhatikan penjelasan mengenai latar belakang tentang pertumbuhan
kawasan perbatasan dan kebutuhan pengoptimalan kerjasama pengelolaan prasarana jalan dan
jembatan pada kawasan perbatasan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengelolaan Jalan
Jambon dan Jembatan Blambangan sebagai prasarana transportasi di kawasan perbatasan Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Pengelolaan ini dilakukan agar tercipta kondisi jalan yang
berkesinambungan di kawasan perbatasan. Penelitian ini diarahkan pada kondisi, fungsi, serta
peran Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan; bentuk dan prosedur pengelolaan; hal-hal yang
4mempengaruhi pengelolaan. Melalui fokus arahan penelitian tersebut maka dapat diketahui
kerjasama pengelolaan prasarana bersama antar kedua pemerintah daerah.
1.2 Rumusan Masalah
Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang unik, karena merupakan titik pertemuan
interaksi antara dua kepentingan dari masing-masing daerah. Pengelolaan pada kawasan ini jika
tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi timbul konflik. Sering kali kawasan ini justru
cenderung tidak diperhatikan oleh masing masing pemerintah daerah karena konsentrasi
pembangunan cenderung ke arah pusat kota. Perlu adanya kerjasama dan perpaduan antar
pemerintah daerah agar dapat mensinergikan pertumbuhan kawasan ini.
Pembangunan prasarana jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur
penunjang hubungan antar daerah memiliki peran yang penting. Adanya jalur jalan ini memberikan
kemudahan mobilisasi masyarakat, memperlancar arus perdagangan, serta arus distribusi barang
dan jasa. Ketergantungan masyarakat Kabupaten Sleman dalam segi sosial maupun ekonomi
terhadap Kota Yogyakarta cukup tinggi yang berkonsekuensi pada kebutuhan jaringan jalan lintas
daerah yang baik. Jalan Jambon merupakan salah satu jalan alternatif penghubung antara Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Jalan ini menjadi jalur alternatif khususnya bagi masyarakat
Kecamatan Gamping (Kabupaten Sleman), sekaligus menjadi batas administrasi antara Kecamatan
Mlati (Kabupaten Sleman) dan Kelurahan Kricak (Kota Yogyakarta). Jalan ini menjadi jalur
alternatif bagi penduduk masing-masing daerah, di samping Jalan Magelang sebagai jalur utama
akses lintas daerah.
Menurut data dari Sekber Kartamantul, terdapat perbedaan kondisi ruas jalan, yakni pada
wilayah administrasi Kota Yogyakarta kondisi jalan cenderung lebih buruk dibandingkan jalan
pada Kabupaten Sleman sehingga dapat mengganggu aksesibilitas pengguna jalan. Selain itu, ruas
Jalan Jambon pada wilayah administrasi Kabupaten Sleman  memiliki lebar jalan lebih besar dan
dibandingkan ruas Jalan Jambon pada wilayah administrasi Kota Yogyakarta. Kedua ruas jalan
pada kedua daerah ini juga memiliki perbedaan klasifikasi ruas yang perlu dikaji kembali mengapa
terjadi perbedaan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Disamping pengelolaan Jalan
Jambon tersebut, kerjasama antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah terlihat jelas
pada pembangunan kembali Jembatan Blambangan setelah runtuh pada tahun 2002. Setelah
berhasil dalam kerjasama pembangunannya, maka perlu dilakukan kerjasama lebih lanjut
bagaimana mengelola prasarana yang menjadi penghubung kedua daerah ini agar tidak terjadi
permasalahan seperti runtuhnya jembatan tersebut. Dengan adanya Sekber Kartamantul sebagai
badan kerjasama antar daerah, maka perlu dikaji bagaimana upaya koordinasi yang dilakukan
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kawasan perbatasan ini.
Jalan Jambon serta Jembatan Blambangan, sebagai prasarana di kawasan perbatasan Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman termasuk unik karena prasarana tersebut digunakan oleh kedua
daerah secara langsung dan pengelolaannya dikerjasamakan melalui Sekber Kartamantul. Oleh
karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemeliharaan prasarana yang
melibatkan dua pemerintah daerah. Kajian ini meliputi kondisi prasarana pada kawasan perbatasan,
bentuk dan prosedur pengelolaan, serta hal-hal yang mempengaruhi kerjasama pengelolaan
prasarana. Jadi, dengan mengkaji hal-hal tersebut akan diketahui bagaimana kerjasama pengelolaan
prasarana Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan yang membatasi Kelurahan Kricak (Kota
Yogyakarta) dan Desa Sinduadi (Kabupaten Sleman).
1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengelolaan Jalan Jambon dan Jembatan
Blambangan sebagai prasarana transportasi di kawasan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman.
1.3.2 Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian disusun untuk melihat tahapan dalam mencapai tujuan tersebut.
Sasaran yang harus dilakukan sebagai berikut:
 Mengkaji kondisi (what), fungsi, dan peran Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan sebagai
jalur penghubung antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
 Mengkaji bentuk dan prosedur (how) pengelolaan Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan
sebagai prasarana jalan kawasan perbatasan.
 Mengkaji hal-hal yang mempengaruhi (why) pengelolaan Jalan Jambon dan Jembatan
Blambangan sebagai prasarana penghubung di kawasan perbatasan.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian pengelolaan prasarana Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan
di perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terbagi atas dua bagian, yaitu ruang lingkup
wilayah dan ruang lingkup materi yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
61.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
Penelitian difokuskan pada dua daerah administratif setingkat kelurahan maupun desa,
baik di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Wilayah penelitian meliputi Kelurahan Kricak
pada Kecamatan Tegalrejo, yang merupakan bagian administratif dari Kota Yogyakarta, dan Desa
Sinduadi Kecamatan Mlati dan Desa Trihanggo pada Kecamatan Gamping yang merupakan bagian
dari administratif Kabupaten Sleman.
Penelitian ini dilakukan pada kawasan perbatasan dua daerah dengan wilayah
administrasi yang berbeda. Perbedaan wilayah administrasi ini akan memberikan pengaruh
terhadap pengelolaan Jalan Jambon yang memiliki dua ruas, yang masing-masing terdapat pada
wilayah administrasi Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Jembatan Blambangan sendiri
merupakan penghubung kedua ruas jalan pada Kota Yogyakarta dan pada Kabupaten Sleman.
Penelitian ini dilakukan karena prasarana jalan, khususnya pada kawasan perbatasan, merupakan
salah satu faktor penunjang hubungan antar daerah. Pengelolaan prasarana jalan yang buruk akan
dapat menyebabkan terhambatnya berbagai aktivitas penduduk pada dua daerah tersebut. Selain itu,
pengelolaan prasarana jalan perbatasan ini harus diperhatikan karena kecenderungan pertumbuhan
aktivitas dari pusat Kota Yogyakarta mulai bergeser ke arah perbatasan kota sehingga
membutuhkan prasarana transportasi yang berkesinambungan. Hal inilah yang membuat wilayah
dan objek studi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.
1.4.2 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan sasaran
penelitian yang telah dirumuskan, yaitu pengelolaan Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan pada
kawasan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Pembahasan  materi meliputi
kawasan perbatasan kota, kerjasama antar daerah, pengelolaan prasarana, kerjasama antar daerah
dalam pengelolaan prasarana, serta hal-hal yang berpengaruh terhadap kerjasama pengelolaan.
1.5 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan pengertian dari suatu bahasan yang dapat menjadi
batasan dalam pembahasan dalam penelitian ini. Definisi operasional yang dijadikan pedoman
dalam penelitian ini adalah:
 Kawasan perbatasan
Menurut Guo (2005), kawasan perbatasan merupakan kawasan dengan sifat heterogen dalam
konteks baik pengaruh struktur politik maupun ekonomi. Kawasan ini merupakan kawasan
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provinsi, maupun negara.
 Kerjasama Antar Daerah
Menurut Permendagri No.22 Tahun 2009 kerjasama antar daerah adalah kesepakatan antar
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota, ataupun antara Pemerintah Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten / Kota, yang dibuat secara tertulis dimana di dalamnya terdapat
hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
 Prasarana jalan
Menurut UU Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
bagian-bagian jalan di atas maupun di bawah permukaan tanah serta fasilitas pelengkap lalu
lintas.
 Prasarana jembatan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 jembatan adalah jalan yang terletak di
atas permukaan air dan / atau di atas permukaan tanah.
1.6 Manfaat Penelitian dan Keaslian Penelitian
1.6.1 Manfaat Praktis
Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diperoleh langsung setelah dilakukannya
penelitian ini. Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:
1. Pengetahuan kondisi, fungsi, dan peran prasarana jalan dan jembatan di kawasan
perbatasan daerah bermanfaat sebagai tolok pelaksanaan kerjasama pengelolaan antara
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
2. Pengetahuan bentuk dan prosedur pengelolaan prasarana jalan dan jembatan pada
kawasan perbatasan dapat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan koordinasi perencanaan
di kawasan perbatasan dan langkah preventif dalam hambatan dalam pelaksanaan
koordinasi.
3. Pengetahuan hal-hal yang mempengaruhi kerjasama pengelolaan prasarana jalan dan
jembatan pada kawasan perbatasan bermanfaat untuk meningkatkan komitmen daerah
dalam pelaksanaan kerjasama dan agar berjalan secara optimal.
Ketiga manfaat praktis diatas menunjukkan bahwa semua itudapat dijadikan sebagai
masukan dalam hal pengelolaan prasarana jalan di kawasan perbatasan.
81.6.2 Manfaat Teoritis
Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji bagaimana kerjasama yang dapat dilakukan
antara dua pemerintah daerah dalam pengelolaan prasarana jalan dan jembatan yang terdapat pada
perbatasan daerah. Bentuk kerjasama maupun prosedur kerjasama antar daerah tertentu yang
dilakukan tidak selalu bisa diterapkan pada daerah lainnya juga, sehingga perlu dipahami
karakteristik masing-masing daerah yang terkait. Jadi penelitian ini bertujuan memberikan manfaat
dalam  hal  manajemen perkotaan di kawasan perbatasan, khususnya dalam manajemen
pengelolaan prasarana jalan dan jembatan.
1.6.3 Keaslian Penelitian
Keaslian penelitian merupakan perbandingan penelitian yang akan disusun dengan
penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai pengelolaan
jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan ini sejenis dengan penelitian Fendy Agus Kurniawan
yang berjudul “Kajian Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kawasan Perbatasan Kelurahan Banyuanyar
(Surakarta)-Kelurahan Klodran (Karanganyar)” dan penelitian Mohammad Arief Anconandhy yang
berjudul “Kelembagaan pemeliharaan prasarana jalan di wilayah perbatasan Kabupaten Sukoharjo
dengan Kota Surakarta”. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada wilayah
penelitian, jenis pengelolaan, serta keluaran. Keaslian penelitian dapat dilihat secara lengkap pada
Tabel I.1.
TABEL I.1
PERBEDAAN PENELITIAN DENGAN PENELITIAN SEBELUMNYA
N
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 Mekanisme dalam pengelolaan
jalan lintas wilayah yang
terdapat pada wilayah studi

















 Faktor yang memepengaruhi
pengelolaan pembangunan
kawasan perbatasan  yang


























 Mengkaji pengelolaan prasarana
air bersih di kawasan perbatasan
dengan fokus utama kajian pada
sifat-sifat yang mendasari
dalam pengelolaan air bersih di
kawasan perbatasan mekanisme
pengelolaan serta stakeholder
yang terlibat dalam pengelolaan































 Mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pengguna
(penduduk perbatasan lokasi
studi) da;a, pelayanan sarana
pendidikan lintas batas.
 Mengetahui pengaruh atau
dampak yang ditimbulkan dari
adanya penggunaan pelayanan
































 Mengkaji kondisi, fungsi, dan
peran Jalan Jambon dan
Jembatan Blambangan sebagai
jalur penghubung antara Kota
Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman
 Mengkaji bentuk dan  prosedur




 Mengkaji hal-hal yang
mempengaruhi pengelolaan
Jalan Jambon dan Jembatan
Blambangan
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011
1.7 Posisi Penelitian dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Pada ilmu perencanaan wilayah dan kota, pengelolaan prasarana merupakan aspek yang
penting untuk dipertimbangkan. Pembangunan dan pelayanan suatu wilayah maupun kota dalam
hal prasarana publik dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan, khususnya prasarana
jalan maupun jembatan sebagai prasarana transportasi baik di dalam maupun antar daerah.
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Penyusunan rencana dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota disusun berdasarkan
hirarki tata ruangnya. Perencanaan wilayah merupakan dasar dalam penentuan perencanaan kota
yang dipengaruhi batas administratif daerah. Dalam perencanaan kota, secara garis besar
perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan fisik dan non fisik. Perencanaan secara fisik ini
meliputi rencana zonasi, sarana dan prasarana publik, serta tata bangunan dan lingkungan.
Perencanaan prasarana publik merupakan salah satu perencanaan yang mutlak diperlukan dalam
merencanakan sebuah kota, karena prasarana merupakan aspek penting yang dapat mendukung
segala aktivitas penduduk di perkotaan. Pengelolaan prasarana publik, khususnya jalan dan
jembatan yang melintasi atau yang berperan sebagai batas administratif daerah perlu pengelolaan
khusus yang dapat dilakukan melalu kerjasama antar pemerintah daerah yang terkait.
1.8 Kerangka Pemikiran
Kerangka pikir penelitian merupakan urut-urutan logis dari pemikiran peneliti untuk
memecahkan suatu masalah penelitian, yang dituangkan dalam bentuk bagan dengan
penjelasannya. Studi ini dilatarbelakangi dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011
GAMBAR 1.1




Perencanaan Fisik Perencanaan Non Fisik




Prasarana Jalan dan Jembatan
Penelitian Pengelolaan Jalan dan Jembatan di Kawasan
Perbatasan
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otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memberikan konsekuensi pada semakin meningkatnya
wewenang daerah terhadap pembangunan daerahnya sendiri, termasuk penyediaan prasarana dasar.
Seiring dengan perkembangan kawasan perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,
dibutuhkan prasarana transportasi yang baik untuk mendukung mobilitas penduduk menuju pusat
kota. Hal ini disebabkan penduduk pada kawasan perbatasan biasanya masih perlu memenuhi
kebutuhannya di pusat kota, baik pekerjaan maupun kebutuhan barang jasa. Pada kawasan
perbatasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman ini terdapat Jalan Jambon dan Jembatan
Blambangan yang juga sebagai alternatif prasarana penghubung kedua daerah. Jalan ini merupakan
jalan kabupaten sehingga pengelolaannya di bawah wewenang pemerintah kota/ kabupaten,
terlebih dengan adanya otonomi daerah. Khusus dalam pengelolaan prasarana jalan dan jembatan
di kawasan perbatasan, dibutuhkan kerjasama antar pemerintah daerah agar mewujudkan
perencanaan dan pembangunan yang sinergis. Pengaturan perjanjian pengelolaan prasarana jalan
dan jembatan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman diatur dalam Perjanjian Kerjasama
Kartamantul No.10/PK/2003,17/PK.KDHA/2003,22A/Perj/Bt/2003 tentang Pengelolaan Prasarana
dan Sarana Jalan.
Pelaksanaan kerjasama pengelolaan prasarana jalan dan jembatan ini nantinya akan
ditinjau mengenai kondisi, fungsi, peran Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan, bentuk dan
prosedur kerjasama, serta hal-hal yang mempengaruhi pengelolaan bersama. Tinjauan tersebut
nantinya akan dapat menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kerjasama pengelolaan
prasarana Jalan Jambon dan Jembatan Blambangan yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan
Kabupaten Sleman. Bagan kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 1.2.
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Adanya kewajiban pengelolaan masing-masing ruas
jalan di kawasan perbatasan oleh Pemerintah Kota
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Penelitian tentang pengelolaan prasarana jalan dan jembatan di kawasan perbatasan kota
ini didasari adanya perkembangan dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang melintasi batas
administratif. Kecenderungan perkembangan ini memberikan konsekuensi kewajiban penyediaan
prasarana jalan maupun jembatan, sebagai jalur penghubung antar daerah yang digunakan oleh
kedua daerah, yang memiliki kualitas baik dan merata serta tidak terputus oleh batas administratif.
Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan prasarana jalan dan jembatan di kawasan perbatasan
Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang meliputi karakteristik jalan, prosedur serta bentuk
pengelolaan yang dilakukan, peran instansi pada masing-masing daerah, dan hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan prasarana jalan dan jembatan pada
kawasan perbatasan secara mendalam, sesuai dengan prinsip pendekatan kualitatif dimana
pendekatan ini digunakan untuk memahami objek secara mendalam. Pendekatan kualitatif adalah
suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu
fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran
kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan  responden, dan melakukan studi pada
situasi yang alami (Creswell, 2010). Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk
menggali informasi mengenai suatu objek secara lebih mendalam untuk melihat makna dibalik
objek tersebut. Kunci keberhasilan dari pendekatan ini adalah kemampuan komunikasi peneliti.
Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan
mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Oleh karena itu penelitian kualitatif sering
dianggap bersifat subyektif, karena sangat tergantung dari kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak
yang terkait, baik peneliti maupun partisipan yang terlibat di dalamnya (Golafshani, 2003).
1.9.2 Strategi Penelitian
Strategi penelitian adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan
keseluruhan proses (desain) penelitian yang sudah ditentukan. Pada penelitian kualitatif ini
digunakan strategi penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi
suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan
menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus
yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Penelitian ini menjadikan isu
pengelolaan prasarana jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan menjadi studi kasus untuk
dikaji lebih mendalam.
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Penelitian studi kasus ini sangat tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan
“bagaimana” dan “mengapa” dalam penelitian (Yin dalam Bungin, 2003). Hal ini sesuai dengan
rumusan masalah penelitian yang ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan prasarana jalan
dan jembatan di kawasan perbatasan. Melalui strategi penelitian demikian, substansi mendasar
yang terkandung di dalam kasus yang diteliti dapat digali dengan mendalam. Dalam analisis
strategi penelitian studi kasus ini, dilakukan langkah-langkah, yaitu mengorganisir informasi,
membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, membuat suatu uraian terperinci mengenai
kasus dan konteksnya, peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori,
melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti
maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain, dan menyajikan secara naratif.
Penelitian studi kasus cenderung bersifat memperbaiki atau memperbaharui teori.
Dalam penelitian ini, teori yang sudah ada dijadikan sebagai acuan untuk menentukan posisi hasil
penelitian terhadap teori yang ada tersebut. Posisi teori yang dibangun dalam penelitian studi kasus
dapat sekedar bersifat memperbaiki, melengkapi atau menyempurnakan teori yang ada berdasarkan
perkembangan dan perubahan fakta terkini. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian
studi kasus dimaksudkan untuk menentukan arah dan fokus penelitian Hal ini sesuai dengan objek
kasus pengelolaan prasarana di kawasan perbatasan dimana belum terdapat teori khusus yang
membahas dan mengatur mengenai kerjasama tersebut.
1.9.3 Metode Pengumpulan Data
Data merupakan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan proses penelitian.
Pada pendekatan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara
individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Peran
kunci peneliti pada penelitian kualitatif terlihat jelas pada tahapan pengumpulan data ini.
1. Wawancara
Pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang paling
identik digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif
membutuhkan proses penggalian informasi yang mendalam dari berbagai narasumber.
Narasumber dalam wawancara ini ditentukan dengan purposive sampling, dimana peneliti
memiliki pertimbangan tertentu atau terdapat tujuan tertentu dalam pengambilan sampelnya
(Riduan, 2008). Jadi narasumber yang ditentukan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan
kompetensi dalam pengelolaan jalan dan jembatan ini. Tingkat kedalaman informasi yang dapat
dihasilkan dari metode pengumpulan data ini adalah kemampuan dan pengetahuan peneliti
dalam menanyakan suatu pertanyaan.
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Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan
prasarana jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan, mulai dari pihak yang berwenang,
prosedur, bentuk kerjasama, pembiayaan, serta hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaannya.
Dalam pengelolaan prasarana jalan dan jembatan  pada kawasan perbatasan ini wawancara
dilakukan pada Ketua Sekber Kartamantul, Kepala Bappeda (kepala bagian bidang terkait),
Kepala Dinas Kimpraswil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Yogyakarta dan Kabupaten
Sleman, Kepala Desa / Kelurahan, dan tokoh masyarakat yang paham mengenai kondisi dan
pengelolaan jalan ini.
2. Penelitian dokumen dan arsip
Teknik pengumpulan data ini termasuk teknik pengumpulan data sekunder, yang
mempelajari berbagai temuan, fakta, dan data yang tersimpan tersimpan dalam dokumen
maupun arsip. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang
kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen maupun
arsip yang dikaji antara lain dokumen kebijakan-kebijakan kerjasama antar daerah,  dokumen
perencanaan tata ruang masing-masing daerah, dokumen pengelolaan maupun kegiatan
koordinasi antar daerah, rencana anggaran daerah untuk pengelolaan prasarana perbatasan, serta
peta. Dokumen maupun arsip tersebut dapat diperoleh melalui instansi terkait, media massa, dan
juga internet maupun surat kabar.
3. Penelitian lapangan
Penelitian lapangan atau observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
cukup efektif untuk mempelajari suatu objek. Observasi merupakan pengamatan secara
langsung terhadap kegiatan atau objek yang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan hasil
pengamatan yang baik, pengamatan harus dilakukan dalam waktu yang lama serta pengamat
harus membiasakan diri untuk tidak mengganggu kewajaran objek yang diamati sehingga hasil
pengamatan dapat optimal.
Data penelitian yang dibutuhkan juga tergantung pada proposisi penelitian yang telah
disusun. Tabel kebutuhan data, disusun untuk mempermudah peneliti dalam penggalian data dan
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Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2011
1.9.4 Teknik Pengolahan Data
Data dan informasi yang telah diperoleh nantinya akan diolah dan diverifikasi, agar
nantinya data-data yang didapatkan lebih terstruktur dan mudah untuk diolah lebih lanjut. Bentuk
verifikasi data yang dapat dilakukan adalah:
1. Pengkodean Data
Pengkodean data dilakukan agar memudahkan dalam organisir dan klasifikasi data. Kode
adalah simbol tertertu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data.
Pengkodean data merupakan salah satu langkah setelah dilakukannya klasifikasi data. Tiap data
hasil wawancara ini diberi kode sesuai dengan sumbernya agar memudahkan pada saat
dilakukan analisis. Cara pemberian kode dapat dilihat pada tabel I.3.
TABEL I.3
FORMAT KARTU IDENTITAS HASIL WAWANCARA
No Kode Cuplikan Informasi Sumber
a…/ b…/ c…/ d…/ e … …………………………………………..
……………………………………..
….
Sumber: Hasil Analisis, 2011
Keterangan:
a = tema informasi
b = jenis informasi
c = sumber informasi
d = menunjukkan alinea
e = menunjukkan nomor informasi
2. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles,1992).
Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesisifik dan mempermudah
peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.
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Reduksi data ini dilakukan agar data yang digunakan untuk analisis tetap fokus pada batasan-
batasan penelitian yang ada.
3. Kategorisasi Data
Pengkategorian data merupakan tahapan yang dilakukan setelah dilakukannya pengkodean
data. Data-data hasil survei dilakukan berdasarkan kode data yang telah diberikan.
Pengkategorian data dilakukan untuk mempermudah penyusunan analisis.
4. Triangulasi
Menurut Patton, triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode
kualitatif (Moleong, 1990). Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-cross
check informasi antara informan yang satu dengan informan yang lain. Menurut Sugiyono
(2007) terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan
data, dan waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dalam
hal ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Sedangkan
triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan
pengecekan data dengan waktu yang berbeda.
1.9.5 Metode Analisis
Metode analisis yang akan digunakan dalam merumuskan hasil penelitian pengelolaan
prasarana jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan adalah menggunakan analisis content
(analisis isi). Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam
terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, informasi yang ditangkap
juga dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak
Janis (1949), Berelson (1952) sampai Lindzey dan Aronso (1968) tentang analisis isi, selalu
menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Prosedur
penggunaan analisis ini secara umum yaitu dengan mencari informasi, berupa lambang / simbol
utama, dalam proses pengumpulan data, kemudian data-data tersebut diklasifikasikan, dan
kemudian dilakukan analisa dari data-data yang telah diklasifikasikan tersebut. Alur penggunaan




ALUR METODE ANALISIS ISI
Penggunaan analisis ini yaitu dengan pengkodean (coding) istilah-istilah atau kata yang
terkait dan relevan dengan isu penelitian, yang sering muncul dalam media komunikasi. Dalam
pengkodean (coding), perlu dicatat konteks dimana kata tersebut muncul. Setelah terdapat kata-kata
kunci yang sering muncul dalam media komunikasi, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap kata-
kata kunci tersebut berdasarkan tingkat relevansi terhadap tujuan penelitian. Klasifikasi ini
bertujuan untuk membangun kategori dari tiap hasil klasifikasi kata-kata kunci. Kata-kata kunci
yang telah diklasifikasikan dalam kategori-kategori tersebut dianalisis dan dicari keterkaitan antara
satu kata dengan kata yang lain untuk menemukan arti dan makna dari rangkaian kata-kata kunci
tersebut. Hasil analisis ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk draf laporan penelitian
sebagaimana umumnya laporan penelitian. Analisis ini cenderung ditekankan pada bagaimana
simbol-simbol yang berupa kata kunci yang didapatkan melalui komunikasi tersebut dapat terbaca
dan dianalisis oleh peneliti. Kemampuan dan kredibilitas peneliti dalam penggunaan analisis ini
sangat penting. Peneliti diharuskan memiliki ketajaman dalam melakukan analisis untuk
mengkaitkan kata-kata kunci hasil dari komunikasi tersebut menjadi rangkaian kalimat deskriptif
yang dapat dipahami oleh orang secara umum.
Dalam konteks penelitian ini penggalian informasi sebagian besar dilakukan melalui
wawancara sehingga penggunaan analisis isi pada penelitian ini yaitu dengan memperhatikan kata-
kata yang sering keluar dari pernyataan narasumber. Kata-kata tersebut kemudian dijadikan kata
kunci untuk dilakukan analisis. Setelah mendapat kata kunci dari pernyataan narasumber,
kemudian ditinjau kembali narasumber yang telah memberikan kata kunci yang dominan. Adanya
kata-kata kunci hasil wawancara tersebut, kemudian dapat dirangkai secara komprehensif untuk
dijadikan kalimat pada perumusan hasil analisis. Secara rinci penerapan analisis isi dalam









TAHAPAN PENELITIAN ANALISIS ISI (CONTENT ANALYSIS)
Tahap Input Proses Output
1 Data dan informasi hasil
wawancara, telaah dokumen,
dan observasi
Mengkaji dan menerjemahkan kata-
kata kunci dari hasil wawancara,
telaah dokumen, dan observasi
Kata-kata kunci
2 Kata-kata kunci Memahami dan menemukan kata
kunci utama dan kelompok istilah
Kata kunci utama dan
kelompok istilah
3 Kata kunci utama dan kelompok
istilah






4 Hubungan dan keterkaitan antar
kata kunci utama dan kelompok
istilah
Menginterpretasikan keterkaitan kata





Sumber: Diolah dari Bungin (2003)
Setelah dilakukan pengkajian kata-kata kunci dari tiap kategori/ subtematik, kemudian
dilakukan metode analisis tematik. Inti dari analisis ini adalah untuk mengkaitkan beberapa
subtematik yang di dalamnya terdapat kata-kata kunci ke dalam suatu tema penelitian tema. Hal ini
bertujuan agar subtematik pada penelitian ini tidak terpecah dan menyatu dalam kesatuan utuh
berupa tema utama. Menurut Afifudin (2009), analisis tema dilakukan dengan merumuskan benang
merah yang ada dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai, orientasi nilai, nilai dasar utama, premis,
etos, pandangan dunia, dan orientasi kognitif. Perumusan tematik dalam analisis ini dapat dilihat
secara jelas pada Gambar 1.4.
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Sumber: Diolah dari Afifuddin (2009)
GAMBAR 1.4
ALUR ANALISIS TEMATIK
Penelitian pengelolaan prasarana jalan dan jembatan pada kawasan perbatasan Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dirasa tepat untuk dianalisis menggunakan analisis isi dan
analisis tematik. Analisis ini mengkaji informasi bagaimana perspektif pengelolaan prasarana yang
berasal dari berbagai narasumber dari kedua daerah dan kemudian mengkaitkannya satu sama lain
untuk mendapatkan hasil tema utama penelitian. Hal dilakukan karena data serta informasi yang
diperoleh sangat banyak sehingga informasi dari berbagai narasumber ini perlu disaring, dicari




Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pentingnya dilakukan studi ini, tujuan
dan sasaran, ruang lingkup studi, manfaat studi, keaslian penelitian, kerangka pikir,


























BAB II PENGELOLAAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN PADA
KAWASAN PERBATASAN
Bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan
perkembangan kota, kawasan perbatasan, prasarana jalan dan jembatan, serta
kerjasama antar daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN JALAN JAMBON DAN JEMBATAN
BLAMBANGAN PADA KAWASAN PERBATASAN KOTA
YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah studi yang dalam hal ini
adalah Kelurahan Kricak (Kota Yogyakarta) dan Desa Sinduadi (Kabupaten
Sleman), kondisi jalan dan jembatan, serta gambaran pengelolaan jalan dan
jembatan.
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN JALAN JAMBON DAN JEMBATAN
BLAMBANGAN PADA KAWASAN PERBATASAN KOTA
YOGYAKARTA DAN KABUPATEN SLEMAN
Bab ini merupakan kajian inti penelitian, dimana di dalamnya akan dianalisis
mengenai kondisi karakteristik jalan, kerjasama pengelolaan, dan hal-hal yang
berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan data dan informasi yang
didapatkan.
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian dan pemberian
rekomendasi terkait dengan pengelolaan prasarana yang telah dilakukan.
